
  

 

 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 
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SURAT PENGANTAR 

No. 100.3.4/1946 /Bid.3-BKBP/VIII/2024 

NO. URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Edaran Bupati Buleleng 

tentang Netralitas ASN dan Non 

ASN Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Buleleng pada 

Pilkada Serentak Nasional 

Tahun 2024. 

 

 

1 (satu) gabung 

 

Dikirim untuk dapat 

ditindaklanjuti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 

1. Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan; 

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Buleleng; 

3. Arsip.  

  

 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 
SEKRETARIAT DAERAH 

JL. Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985  

SINGARAJA 
 

Singaraja, 14 Agustus 2024 

         Kepada: 

Yth. 1. Para Kepala Perangkat 

Daerah Kabupaten 

Buleleng 

 2. Para Direktur Utama 

BUMD Kabupaten 

Buleleng 

 di –  

  Tempat 



 

 

 

 

 

BUPATI BULELENG 

 

SURAT EDARAN 

Nomor : 800.1/1851/Bid.3-BKBP/VIII/2024 

 

TENTANG 
 

NETRALITAS ASN DAN NON ASN  

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

PADA PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 

 
 

Dalam rangka menjaga netralitas ASN dan Non ASN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, 

kami minta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Dasar  

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang. 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil. 

e. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen 

Aparatur Sipil Negara. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 



g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. 

h. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian 

Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor : 2 Tahun 2022 

Nomor : 800-5474 Tahun 2022 

Nomor  : 246 Tahun 2022 

Nomor  : 30 Tahun 2022 

Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 

Tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Netralitas Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan 

Pemilihan. 

i. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor : 897/PM.00/K1/06/2024, tanggal 11 Juni 2024 perihal 

Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan 

Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan. 

j. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng 

Nomor : 253/PM.06/K.BA-03/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal 

Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. 

2. Pelaksanaan Netralitas ASN dan Non ASN 

Berdasarkan peraturan diatas, agar Saudara : 

1. Melaksanakan Ikrar Netralitas bersama seluruh jajarannya (ASN dan 

Non ASN) sesuai form Ikrar sebagaimana terlampir, paling lambat 

Jumat, 23 Agustus 2024. Ikrar agar direkam dalam bentuk video dan 

dilaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng 

dengan link https://bit.ly/NetralitasPILKADASerentakNasional2024 

2. Agar semua ASN dan Non ASN membuat dan menandatangani PAKTA 

INTEGRITAS sesuai form sebagaimana terlampir, paling lambat Jumat, 

23 Agustus 2024. Dokumen Pakta Integritas agar dilaporkan ke Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dengan link 

https://bit.ly/NetralitasPILKADASerentakNasional2024 

https://bit.ly/NetralitasPILKADASerentakNasional2024
https://bit.ly/NetralitasPILKADASerentakNasional2024




Lampiran 

 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Saya (Nama), (Jabatan) pada (Unit Kerja) menyatakan sebagai berikut : 

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam 

melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan 

Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. 

2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman 

kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan 

calon tertentu. 

3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan 

calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 

4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. 

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya 

nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

 

 

 

Singaraja, (tanggal)    

(Jabatan) 

 

 

 

(Nama) 

(NIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materai 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 
 

IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

PADA PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 

 

DALAM RANGKA MENYUKSESKAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 

NASIONAL TAHUN 2024 KAMI BERIKRAR : 

1. MENJAGA DAN MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI ASN DI 

(INSTANSI) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK BAIK 

SEBELUM, SELAMA MAUPUN SESUDAH PELAKSANAAN PILKADA 

SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 

2. MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN, TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK-

PRAKTIK INTIMIDASI DAN ANCAMAN KEPADA PEGAWAI ASN DAN 

SELURUH ELEMEN MASYARAKAT SERTA TIDAK MEMIHAK KEPADA 

CALON TERTENTU 

3. MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK DAN TIDAK 

MENYEBARKAN UJARAN KEBENCIAN SERTA BERITA BOHONG 

4. MENOLAK POLITIK UANG DAN SEGALA JENIS PEMBERIAN DALAM 

BENTUK APAPUN. 

DEMIKIAN IKRAR INI KAMI BUAT DAN DILAKSANAKAN DENGAN PENUH 

INTEGRITAS DAN RASA TANGGUNG JAWAB DALAM RANGKA MEWUJUDKAN 

NETRALITAS PEGAWAI ASN YANG BERMARTABAT, BERETIKA DAN 

DEMOKRATIS DEMI TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN NKRI. 

 

SINGARAJA, (TANGGAL) 
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